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Revisi UU MD3

alah satu
kontrover-
si menarik
dari revisi
oo Y74k
2014 tentang MPR,
DPR, DPD., dan
DPRID (MD3) yang
baru disahkan bebe-
rapa waktu lalu ada-
lah pasal yang ditu-
duh akan membung-
kam kritik terhadap
DPR. Pasal yang di-
maksud adalah Pasal
122 huruf K yang
menyebutkan bahwa DPR, mela-
lui Mahkamah Kchormatan
Dewan (MKD), bisa mengambil
langkah hukum dan atau langkah
lain terhadap orang perseorangan,
kelompok orang, atau badan hu-
kum yang merendahkan kchor-
matan DPR dan anggota DPR.
Pcrcakapan di media sosial
dan dalam banyak diskusi cende-
rung kontra dengan ketentuan ini.
Kekhawatiran yang mengemuka
adalah bahwa pasal ini akan digu-
nakan untuk membungkam kritik
kepada lembaga wakil rakyat itu.
Selama ini memang DI’R hampir
selalu menuai kritik dari semua
langkah-langkahnya, baik dalam
hal legislasi, pecngawasan, anggar-
an maupun dalam hal tindakan
dan perilaku anggota-anggotanya.

Kontroversi Kritik

Ada bceberapa poin yang me-
ngemuka menurut para pengritik.
Pertama, bahwa frase “merendah-
kan martabat™ atau “menghina’
adalah khas yang digunakan oleh
rczim otoritarian. untuk menjaga
marwah atau martabatnya.
Marwah atau martabat sendiri da-
pat diterjemahkan secara sederha-
na sebagai kehormatan atau kewi-
bawaan. Jika ditélusuri dan digali
lagi, kechormatan dan kewibawaan
itu berarti membawa konsckuensi
munculnya pengakuan pengaruh
atau bahkan ketundukan terhadap
sesuatu yang mempunyai kehor-
matan atau kewibawaan tersebut.

JERRY SAMBUAGA

Dengan kata lain,
pengakuan terhadap
pengaruh dan ke-
tundukan itu dituju-
kan kepada scsuatu
“yang berkuasa’
atau bahkan “yang
menentukan’.

Pada zaman da-
huld, dalam sistem
politik kerajaan,
tentu saja yang pu-
nya kckuasaan ada-
lah raja beserta pe-
rangkat-perangkat-
nya. Pada zaman
fcodal, kechormatan dan kekuasa-
an itu dimiliki oleh sistem fecodal
dan para fcodalis itu sendiri.
Demikian pula, pada sistem pc-
merintahan nondemokratis, malka
kekuasaan itu dimiliki oleh lemba-
ga atau elite yang mcnentukan ja-
lannya sistem tersebut.

Ialu bagaimana dengan nega-
ra demokrasi? Sumber kedaulatan
dalam negara-demokrasi adalah
rakyat. Maka, kehormatan terting-
gi-terletak pada rakyat.pula.
Lembaga pelaksana kedaulatan
rakyat terpecah dalam bceberapa
cabang kekuasaan, salah satunya
‘adalah lembaga legislatil yang
melaksanakan kckuasaan dan me-
megang kehormatan rakyat tadi.

Namun sebagaimana semua
definisi, definisi rakyat dan wakil
rakyat inipun punya kontroversi.
Seringkali ada pertanyaan “rakyat
yang mana’’ atau “‘rakyat tidak sa-
tu wajalh’.

Mcemang, dalam pengertian
demokrasi, rakyat yang dimaksud
adalah rakyat scbagai sebuah ke-
satuan. Individu-individu tidak se-
lalu dianggap mewakili seluruh
rakyat sampai ada mekanisme ter-
tentu yang menyatakan bahwa su-
ara individu itu disetujui scbagai
suara rakyat.

Pluralitas ini pun sebenarnya
terjadi di lembaga lcgislatif.
Individu anggota DPR, misalnya,
dianggap belum bisa moewakili
suara lembaga DPR sampai ada
mekanisme yang diakui menge-

.

sahkan suara terscbut scbagai sua-
ra DPR.

Dengan cara pandang seperti
itu, maka terdapat persoalan untuk
menentukan di mana sebenarnya
kchormatan itu terletak. Jawaban
scderhananya adalah bahwa ke-
hormatan sebenarnya terletak pa-
da sistem. Ada banyak aktor da-
lam sistem tersebut, tetapi aktor
tidak bisa mengatasnamakan diri-
nya schbagai perwakilan institusi
sampai ada mekanisme yang sah
yang mengcsahkan hal itu. .

Untuk itu, maka setiap aktor
sudah seharusnya menghormati
sistem terscbut, di mana setiap ak-
tor atau dalam kata lain, setiap
rakyat menyerahkan sebagian ke-
kuasaammya untuk dikelola dalam
rangka menegakkan ketertiban
umum. Rakyat harus menghor-
mati undang-undang, sementara
wakil'rakyat harus menghormati
takaran otoritas yang telah diberi-
kan rakyat kepada mecreka.
Pclanggaran terhadap kedua hal
tersebut adalah pelanggaran terha-
dap kesepakatan yang membentuk
sistem.

Pertanyaannya, apakah Pasal
122 huruf K UU MID3 hasil revisi
tersebut merupakan pasal yang
melanggar takaran otoritas yang
diberikan oleh rakyat kepada wa-
kilnya di parlemen? Bukankah
rakyat punya kebebasan bereks-
presi?

Idealnya, DPR harus hati-hati
menyikapinya. Ketentuan ini cen-
derung menjadi pasal karet yang
bisa ditafsirkan secara sangat sub-
Jjektif. Melihat dari lalu lintas per-
cakapan di ruang sosial saat ini,
memang banyak ujaran atau ba-
han visual seperti meme yang cen-
derung merendahkan lembaga
alau anggota DPR.

Namun, pada saat yang sama,
secara politk hal itu wajar-wajar
saja. Dalam perspektit politik ju-
ga, memang tafsir subjektil” atas
hukum yang ketentuannya cende-
rung kabur umumnya didominasi
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oleh merelka yanges memesange kelkuasaan., Jika terjadi konflikc,
malka ralkyvat cenderungz alkan ada di pilzvak yange lermah.

I zcFercr, berkaitan doensgsan LOPpilk pertasrna tersebut adalah
bahyvwa harus dijelasikkan apa yang disebutr sebagail mmengshina
atau Mmerendahlkan mmartabat. K ata ini sangat Tuwes karemna di-
PpPemngezarubhi oleh berbasai clemen, baik elemen kultural, clecmoen
ftekmis komunikasi, smaupun faktor kondisional.

K ultur setiap kelompok sosial berbeda. bahlkan di antars
umit—unit sosial yang terkecilppun bisa toermadi poerbedaan tafsir
Nisalnyva, antara kelompok scpoerrmainan dan teman lain yangs
Lidals culkup akrab., tentu iklimn: budayanya berbeda. FHlemen
kontekstual lainm juauasa sangat borperan. Suasanna-—-suasanrna, acara
di mana pembicaraan berlangssung., hingrgra (Aaktor politilkk bhisa
mermbuat taafsit bisa berubah-ubah.

Terakhibir adalalh clemen tekmnis komumilkasi jusa rImcocnentu—
lkamm LafSsir dari ujaran atau permyatani itu. Bahasa lisan ppunya
kesan yang boerbeda denmngsan bahasa talisan.

MNMelkanistmne ko—
munikass

langssungs dan talk langsung jusca punya efek yarngs
berbeda dalarn hal ponafsiran. 1ni bisa menyulitkan pemnalSsiran
mMmengsoenai apalkah sudalh ternjadi penghimnann

atau porenddalbhyan
Tmartalbhatl.,

ITmnmtrosppraelcasi

Mcolibhat dari alasza (Alosolis dan poin-poin diskusi yvanngs
borkembangs., maka vwajar jika banyalk pibhak berkeberatan doe-—
nean Pasal 122 haruf K ini. Menoinoat TTUT ™VITD3 sudah disah-—
lcann 1DPIR, maka bolanvya ada di tanmgan proesiden. Jilka manti
kesceluruhan UL NMID3 tetap berlaka, bisa diammbil melkanisinme
Poerundangsan yang sah uantuk rmombatalkan sebagsian pasal-
Iy EL

i sisi lain.-setidalknya, ada sisiopositilf dari kermmunculan
Pasal 122 huwuruCEFECGAni. Ferfcrrrzor, pasal imi bhisa diangesap seba—
Zai rorm atau filter atas kebebasan berpendapat yang scelaina ini
cenderungs berlebihan dengan ungkapan—ungslkapan yvang cern—
derunrngs di Tuar kebiliasaan, elika, maupun konsensus—-konsensus
kommunikasi sosial yange sudah ada. Kocbobasan berekspresi

bulkkan berarti bisa mengungkapkan scgalanya dengan sebebas
—bebasnya.

Koezelrecer, prasal imi jusa bisa ditangoapi secara positit sebha—
Zai ppermicur bagsi porbaikan kualitas kritik itu sendiri. Selama
i (Aakior crmosional lebilhh mendominmnasi dalazayn moengesaeluarkan
kritik . IDengan rmmunculny o ppasal inid diharaplkan kritils didasari
oleh arscumen yang rasional dengsan mongoutanmnialkan landasan
prildir, data dan bukti yange jelas dan bortangeoung javal .

PBagcaitmanapun, kualitas demokrasi adalah cermminan dari
kuualitas rakyat itu sendirri. Semalkin jelek budaya demmokrasi

raalky at., malka dommolkrasi secara kescelurubhan jugsza prasii
erkualitas roncala.

Intinya., ketentuian ini bisa rmenjadi alat untuls introspelksi
baci scluruh pihak terhadap bDagaimmana porilaku komunidlkasi
mereka, terutarma khususnya kKkoeopada lembasa negcara. Juszaa
Pasal i mengingsatkan kKita untuk kembali menyoczoarkan
Icemmbali poemikiran tentange hubungean ideal antara ralkyat de—
Tnan walkilnsy a., NMudah—-rmmudahan ke depran, hubungan itw
maldin baik., makin terbulka mnasrnunrn mmasih dalarn batasan etile
dary nmnorrma yange berialko - -

alkanrn
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